PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. Pemuda No. 1 Telp./Fax. (0756) 22143 Email : Disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 027/ 012 /Kpts/DKPS-PS/II-2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang : a.
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2.

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 16
dan Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomot 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu
menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2018;

bahwa Pejabat/Pegawai yang termuat dalam Lampiran
Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk
sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2018;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di
atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan



10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017
tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab
mencakup :

a. Menyusun rencana Penyedia Barang/Jasa;
b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran,;

d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website
dan Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal
pengadaan nasional bagi pengadaan barang/jasa secara
elektronik;

e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi;

f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

g. Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan dimulai,

h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Maret 2018
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Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :027/O1Z/KPTS/DKPS-PS/111-2018
TANGGAL : 02 MARET 2018
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PESISIS SELATAN TAHUN 2018

NO. NAMA/NIP JABATAN PADA SKPD KEGIATAN
1 CIPTO,SE KEPALA SEKSI 1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
19800517 200604 1 005 IDENTITAS PENDUDUK secara terpadu

2. Pengembangan Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non
Fisik)

3. Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Satker

_KEPALA RINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7B KABUPATEN PESISIR SELATAN

e N\ 2 \\ "

| {
| — e —

EVAFAUZA Y, DT.M.A. TIGO LAREH

— = @NIP. 19670712 199202 1 001




